
PERATURAN BUPATI TORA"'A I'TARA

NOMORz4 TAHUN 2019

TENTANG

PENEf,APAN NOMOR REKEMNGTABUNGAN DEPOSITO DAN REKENING

GIRO PADA BANK NEGARA INDONESTA, BANK DANAMON DAN

BANK RAI(YAT INDONESIA CABANG RAI{TEPAO

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA.'A I.ITARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka manajemen kas beresiko rendah

dan untuk
dan meningf,atkan pendapa.tan daerah melalui rekenilrg

Giro dart maka perlu
I(as

untuk
Daerahkembali

pada Bank Nasional Indonesia (BM), Bank Rakyat

Indonesia (BRI) darr Bank Danamon dengan Peraturan

Bupa.ti Toraja Utara.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3O Talnrn 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OOg tentang
Negara Negara

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta.mbahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang



Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lmbaxan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355f;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tcntang
dan Javrab

Negara Negara

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2@+ tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pr.rsat dan

Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan l(abupaten Torqia Utara di Pnovinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

Tahun 2OOE Nomor 1O1, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 6,

Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tahrm 20OS Nomor 131,

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Ferubahan lGdua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tatrun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Feraturan Femerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang
Daerah Negara

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tclntang

Dana Perimbangan Negara Republik
Tahun 2OOS Nomor 137, Tambaharr

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Femerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138,

L€mbaxan Negara

Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

.|



Hibah kepada Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Fengelolaan Xeuangan Daeratr (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O,

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerirrtah Nomor 8 Tahrm 2006 tcf,rtang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Negiara Republik Indonesia Tahun 2O06

Nomor 25, Tambahan Iembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Fedoman Fengelolsan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
t€rakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Ferubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

15. Perahrran Pemerintah Nomor 18 ahun 2016 tcntang
Daerah (kmbaran Negara

Indonesia Tahun 2OL6 Nomor tL4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 5887);

16. Feratumn Daerah l(abupa.ten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2OLO tentang Pokok

DaerahDaerah
Torqia Utara Tahun 2O1O Nomor 11, Tambahan
kmbaran Daerah l(abupa.ten Toraja Utara Nomor 3);

17, Feraturan Daerah I(abupa.ten Toraja Utara Nomor 4
2O16 tentang dan Susunan

Daerah Daerah
Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4,
Irmbaran Daerah Ibbupaten Toraja Utara Nomor 61).

PENETAPAN NOMOR REKENING TABUNGAN DEPOSITO
DAN REKENING GIRO PADA BANK INDONESIA,

INDONESIA
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BANK DANAMON DAN RAKYAT



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupa.ten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerinahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas dcngan prinsip seluas-luasrya
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang Dasar Negara
Tahun 1945.

3. Daerah adalah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah 3rang mempimpin

urusan pemerintahan yang menjadi
daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah lhbupa.ten
Toraja Utara.

6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban

daerah Otonomi untuk mengatur dan mengunrs sendiri

urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan

7. Daerah otonom, selanjutn3ra disebut Daerah adalah

kesahran masyarakat hukum yang mempunyai

batas wilayah yang
trrtilt{iE pemerintahan dan kePentingan

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
8, Keuangan Daerah adalah semua hak dan

daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

Indonesia

segala bentuk kekayaan
dengan hak dan kewajiban

batas-
dan

yang
daerah

tersebut.
9. Anggaran dan Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah merupakan sebuah

daltar yang bcrisi tcntarrg rensana semua penertnaan

dan juga pengeluaran Pemerintah dalryn rangka
mencapa.i tujuan bersama.
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1O. Rekening Tabungan Deposito adalah
srmpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada walirtu tertentu menurut perjanjian antaxa
penylmpan dengan bank.

11. Rekening Giro adalah sirnpanan yanB penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek
atau surat perintah pembayamn lain atau deagan
pemindahbukuan.

BAB II
PENETAPAN NOMOR REKEMNG

Pasal 2

dan Giro
Pemerintah Daerah sebagai berikut:
a. Bank Negara Indonesia @M) dengan Nomor Relrening

b. Bank Rak,tat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening
O232-O 1 -OOO277-3O-5; dan

c. Bank dengan Nomor

pa.da ayat (1) dapat ditffik setiap saat sesuai

003599427253.

Pasal 3

(l) Rekening Tabungan Deposito E!
dalam Pasal 2 tidak terikat jangka walrhr penyimpanan
dalam 1 (satu) tahun berkenaan.

(2) Dana Tabungan Deposito sebagaimana dimaksud

(3)Fenarilon sebagaimana dimaksud Pada a]'at (21

Sulselbar cabangdisetor ke l(as Daerah pada Bank
Rantepao.

(a) Fenarikan dimaksud pa.da ayat (21

dalam rangka
tagihan dari Pihak Ketiga atau
setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Pemberian Bunga atas Rekening Tabungan Deposito
disesuaikan dengan ketentuan Bunga Deposito yang

(2) Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
langsung dipindahbukukan setiap bulannya ke
Rekening Giro.
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q.,r'

Rekening Giro.

{3) Bunga Deposito sebagaimana dimalsud Pada aft (1}

merupakan ker:nnrngan Pemerintah t}aerah'

Pasal 5

Dana pada Rekening dipindahkan oleh Bank BNI, BRI dan

Bank Danamon cabang Rarrtepao ke l(as Daerah pada

Fasal 6

perattrran Bupati ini mul,ai berlaku pada tangal

diundanglran.
i&ar setiap ofal}g mengetahuinya, aoemerintahkan

Pensundangan Peraturan Bupati Torqia ini dengan

Penempatannya dalam Berita Daeratr Kabupaten Torqia

utara' 
BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati
diundangfuan.

PasalT

ini mtrlai hrlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuiryra, rnemerintatrkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja

Utara

Ditetapkan di Rantepao
pada tarrgal 10 &t& ?O19

UTARA,

d

,.0 4i r$
4

Diundangkan di Rantepao
pada tangal 10 Juni 2ot9

UTARA,

IGBT'PATEN TOR&IA I.ITARA TAHI.'N 2AT9 NOMOR 24
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